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 Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kendala teknis yang ditemui dalam 

menerapkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2022, yakni tidak tersedianya menu untuk mengunggah dokumen 

persidangan bagi Tergugat/Turut Tergugat yang tidak bersedia e-litigation pada 

akun e-court Panitera sidang, sehingga mengakibatkan proses pengunggahan 

dokumen persidangan Tergugat/Turut Tergugat pada persidangan secara hybrid 

tidak dapat terlaksana sebagaimana prosedur dalam PERMA tersebut. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

7 Tahun 2022 terkait persidangan secara hybrid, kendala yang ditemui dan 

manfaat yang didapatkan di Pengadilan Agama Martapura. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

perundang-undangan. Dengan subjek penelitian yaitu Hakim/Wakil Ketua 

Pengadilan, Panitera Pengganti dan petugas PTSL. Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, selanjutnya data diolah melalui proses editing dan klasifikasi. 

Data dianalisis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menghasilkan 

data deskriptif analitis. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala teknis yang ditemui pada data 

awal penelitian di Pengadilan Agama Martapura dalam mengimplementasi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah teratasi dengan 

perbaikan dan pembaruan sistem aplikasi e-court pada Desember 2023, hanya saja 

ditemui kendala berupa tindakan non-kooperatif dari Tergugat/Turut Tergugat 

sehingga dianggap tidak menggunakan haknya padahal sudah diberikan edukasi 

dan diberikan pilihan-pilihan cara untuk kemudahan pertukaran dokumen tahap 

jawab-menjawab serta adanya keterbatasan dari sumber daya manusia yang 

terlibat. Hadirnya PERMA tersebut memberikan manfaat untuk mewujudkan asas 

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, mencegah pungutan liar, transparan, 

pengarsipan yang baik dan membantu pemenuhan hak keadilan bagi 

Tergugat/Turut Tergugat yang tidak bersedia beracara secara elektronik serta 

menambah varian perkara e-litigation. Berdasarkan indikator penegakan hukum 

yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat dan kebudayaan, maka 

implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terkait 

persidangan secara hybrid di Pengadilan Agama Martapura telah berjalan sesuai 

dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 meskipun 

dalam penerapannya belum berlangsung optimal. 

 


